
 

SKRIPSI 
 
 

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCATATAN 

DOKUMEN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI 

KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR 

 

 

 

OLEH 

HUSRIANI 

B 121 14 522 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

MAKASSAR 

2021 

 

  



i 
 

HALAMAN JUDUL 
 

 
 

PELAKSANAAN PENGAWASAN PENCATATAN 
DOKUMEN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR 

DI KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR 
 

 

 

  

OLEH 

HUSRIANI 

B 121 14 522 

 

 

SKRIPSI 

 

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  pada 

Program Studi Hukum Administrasi Negara 

 

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS HASANUDDIN 

MAKASSAR 

2021



iii 

  

  



iii 

 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa: 

Nama    :  Retno Indah Kwardani 

Nomor Induk Mahasiswa :  B121 14 318 

Program Studi    :  Hukum Administrasi Negara 

Judul Skripsi    :  Efektivitas Pengawasan Izin 
  Pengolahan Limbah MedisPadat 

oleh Dinas Lingkungan Hidup  Kota 
Makassar (Berdasarkan PerMenLH 
No. 30 Tahun 2009) 

 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skrips. 

                      Makassar,       Januari 2021 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping  

 

Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. 
   NIP. 19521111 198103 1 005  NIP. 19680711 200312 1 004  



iv 

 



v 

  



 

vi 

 
ABSTRAK 

HUSRIANI (B12114522) dengan Judul “PELAKSANAAN 
PENGAWASAN PENCATATAN DOKUMEN PERKAWINAN ANAK DI 
BAWAH UMUR DI KECAMATAN GALESONG KABUPATEN 
TAKALAR”.Di bawah bimbingan (Aminuddin Ilmar sebagai 
Pembimbing I dan Ariani Arifin sebagai Pembimbing II). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan 
mengenai pengawasan pencatatan dokumen perkawinan anak di bawah 
umur oleh instansi yang berwenang dan unutuk mengetahui faktor yang 
menjadi kendala dalam pengawasan pencatatan perkawinan anak di 
bawah umur di kecamatan galesong kabupaten takalar. 

 Penelitian ini di lakukan di Kementrian Agama Kabupaten Takalar 
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 
dengan mewawancarai Kepala Seksi Bimbingan Masayrakat, Kepala 
Kantor urusan Agama (KUA), dan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA). 
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. 

Adapun hasil penelitian ini, yaitu pengawasan pencatatan dokumen 
perkawinan anak dibawah umur yang dilakukan instansi terkait ( KUA 
kecamatan galesong) oleh aparat (petugas) yang ditunjuk instansi 
tersebut untuk melakukan pencatatan dokumen perkawinan dibawah umur 
selalu mengacu kepada dasar hukum yakni undang undang No.1 tahun 
1974 tentang perkawinan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) 
yaitu ”perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun,dan 
pihak wanita 16 tahun” artinya apabila dibawah umur yang telah 
ditetapkan oleh undang undang maka KUA akan menolak perkawinan 
tersebut kecuali pihak yang bersangkutan mengajukan dispensasi ke 
pengadilan agama.Pengawasan pencatatan harus dibarengi dengan 
sumber daya Pegawai Pencatat Nikah.Kendala dalam pengawasan 
pencatatan yaitu minimya pengetahuan masayrakat tentang hukum dan 
aturan yang mengikat mengenai pernikahan/perkawinan. 
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ABSTRACT 

HUSRIANI (B12114522) with the title "IMPLEMENTATION OF 

SUPERVISION OF MARRIAGE DOCUMENTS UNDER THE AGE OF 

UNDER AGE IN GALESONG DISTRICT, TAKALAR REGENCY". 

supervised by (Aminuddin Ilmar as Supervisor I and Ariani Arifin as 

Supervisor II). 

This study aimed to identify and explain the supervision of the 

registration of child marriage documents by the competent authority and to 

determine the factors that became obstacles in monitoring the registration 

of child marriages in Galesong District, Takalar Regency 

This study was conducted at the Ministry of Religion   and the Office 

of Religious Affairs, Galesong District, Takalar Regency by interviewing 

the head of the Community Guidance Section, Head of the Office of 

Religious Affairs (KUA), and village chief of the Office of Religious Affairs 

(KUA). This study used empirical legal research.  

results of this study, namely the supervision of the registration of 

the marriage documents of minors carried out by the relevant agencies 

(KUA, galesong district) by the apparatus (officers) appointed by the 

agency to record the documents of underage marriage always refered to 

the legal basis, namely law No.1 year. 1974 concerning marriage as 

stated in article 7 paragraph (1), namely "marriage is only permitted if the 

man has reached 19 years old, and the woman is 16 years old" meant that 

if the child was under the age stipulated by law, the KUA  rejected the 

marriage unless the party concerned apply for dispensation to a religious 

court. Supervision of registration had to be accompanied by resources of 

marriage registrar employees. Obstacles in registration supervision were 

the lack of public knowledge of the law and binding rules regarding 

marriage. 
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yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan 

Pencatatan Dokumen Perkawinan Anak di bawah Umur Di Kecamatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perkawinan merupakan salah satu cara membangun suatu hubungan 

antara pria dan wanita yang diakui serta sah dimata masyarakat yang 

bersangkutan dengan berdasarkan kepada atiran perundang undangan 

tentang perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia 

untuk dapat berkembang biak. Tanpa mengesampingkan norma agama 

hukum adat istiadat serta peraturan dan Undang-Undang. 

Dari hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci,dimana 

mengikat dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang 

Maha Esa,agar dapat membina rumah tangga dan berkerabat. 

Sedangkan dari Segi Hukum,perkawinan adalah “suatu ikatan 

perjanjian yang memiliki karaesteristik tersendiri dimana perkawinan tidak 

dapat dilakukan jika tidak ada persetujuan dari kedua calon mempelai, 

serta adanya hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan 

serta persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hak serta kewajiban 

masing-masing pihak”. 

Pemerintah sebagai lembaga eksekutif Negara yang 

bertanggungjawab mengenai hajat hidup warga negaranya perlu memiliki 

adil yang cukup besar dalam proses pencegahan perkawinan di bawah 

umur. Salah satu tindakan yang telah dilakukan olehpemerintahuntuk 

melindungi hak-hak setiap warga Negaranya khususnya dalam
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 pencegahan perkawinan di bawah umur.Namun, program-program 

pemerintah maupun pemerintah daerah yang diperlukan untuk 

membangun ketahanan keluarga maupun pencegahan perkawinan di 

bawah umur cukup melimpah.1 

Di Indonesia sendiri, banyak terjadi penikahan di bawah 18 

tahun.Pernikahan dibawah umur yang mencapai 1359 kasus perkawinan 

dengan rata-rata perkawinanya dengan umur dibawah 18 

tahun.Perkawinan dibawah umur lebih banyak dilakukan oleh perempuan 

dibandingkan dengan laki-laki. Badan sensus kependudukan tahun 2006, 

menunjukkan data sebesar 68,88  % perempuan telah menikah pada usia 

18 tahun ke bawah, sementara laki-laki hanya sekitar 59,88 %. Pada 

umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan yang nota bene kurang 

pengetahuan tentang aturan pernikahan. 

Proses pencatatan dan pengawasan perkawinan dibawah umur 

dibawah umur dilakukan oleh petugas yang telah ditunujuk untuk 

melaksanakan tugas dari departemen Agama kabupaten takalar kemudian 

ke kantor urusan Agama dimasing masing kecamatan. 

Contohnya ada pada desa pa’lalakkang kecamatan galesong yang 

melangsungan perkawinan di bawah umur dari keluarga perempuan itu 

sendiri. 

                                                             
1
https://harrylotwedding.wordpress.com/artikel/kenaliprosedurdanadministrasipernikahan/

http://googleweblight.com/?lite_url=http=//snwpartners.com/index.ph/2017/09/24/peranpe
merintahdalampencegahanperkawinandini/&ei=wrv_55Ic=idID&s=1&m=13&hostwww.goo
gle.co.id&ts=1517537875&sig=AOyes_RxmJ4a7J1iC6Z2cC8pi_MRBVvjA. 
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Negara Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap 

tindakannya diatur berdasarkan Undang-Undang begitu pula 

pengumpulan berkas dokumen pernikahan. Dalam undang-undang Nomor 

1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah 

tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan 

perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal, yang dalam bahasa agamanya adalah keluarga yang sakinah, 

mawaddah, warahmah. Di samping itu, untuk mewujudkan ketentraman 

dalam rumah tangga diperlukan kematangan jiwa dari calon suami-isteri 

itu telah dewasa. 

Salah satu cara untuk menjadi keluarga yang potensial ialah yang 

dianggap sudah cukup matang umurnya  akan mempengaruhi 

kematangan psikis seseorang. Dalam undang-undang Nomor 1 Tentang 

Perkawinan tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu “perkawinan hanya 

diizinkan jika pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita 16 

tahun”.3Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-

Undang Perkawinan menentukan batas umur minimal untuk menikah baik 

bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri. 

                                                             
2
 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3
 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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Pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengawasi masalah 

perkawinan anak dibawah umur ini ialah Kementrian agama karena setiap 

pernikahan yang terjadi pasti dicatatkan di kantor urusan agama  (KUA) 

kantor Urusan Agama kecamatan mempunyai tugas mel pokok dan fungsi 

kantor kementrian agama diwilayah kecamatan berdasarkan kebijakan 

kantor kementrian agama kabupaten dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Antara lain : 

a. Melaksanakan  tugas kantor kementrian agama kabupaten di 

bidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan, 

b. Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan 

dalam bidang keagamaan, 

c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor urusan agama 

kecamatan, 

d. Melaksanakan tugas koordinasi penilik agama islam, penyuluh 

agama islam dan kerja sama dengan istansi lain yang erat 

hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, dan 

e. Selaku pegawai pencatatan akta ikrar wakaf. 

Akan tetapi, penghulu tetap memproses dan mencatatkan 

perkawinan mereka karena semua persyaratan yang diatur dalam UU 

nomor 1 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sudah terpenuhi. Yakni : 

a. Telah ada kesepakatan kedua belah pihak (calon mempelai pria 

dan wanita) 
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b. Telah mendapatkan Restu atau izin dari kedua irang tua dari 

kedua calon mempelai. Bagi yang belum cukup umur. 

Jika sampai terjadi perkawinaan dibawah umur, tentunya calon 

pengantin yang masih di bawah umur ini akan ditolak untuk menikah oleh 

Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi 

yang beragama islam dan di Pencatatan Sipil bagi non Islam. Adapun jika 

pernikahan tetapterjadi, tidak dilakukan pencatatan atau penerbitan di 

kantor urusan agama (KUA). Hal ini dikarenakan sistem pencatatan data 

kependudukan telah diperbaharui oleh KUA seiring di berlakukanya E-

KTP sehingga untuk pendaftaran pembuatan dokumen calon pengantin di 

lakukan pengecekan data kependudukan (NIK) terlebih dahulu.Dari hasil 

pengecekan identitas kependudukan terdapat beberapa syarat tidak 

terpenuhi maka pencatatan atau penerbitan dokumen pernikahan tidak 

dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). 

Dispensasi pernikahan adalah pelunakan rintangan yang melarang 

atau membatalkan sebuah pernikahan dalam sebuah kasus khusus. 

Dispensasi dilakukan di Pengadilan Agama dan dispensasi perkawinan 

diajukan oleh orang yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi 

perkawinan adalah orang tua kandung, sebagaimana tercantum dalam 

pedomanan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

adalah orang tua atau atau calon suami yang belum cukup 19 tahun atau 

calon istri yang belum cukup 16 tahun. Ketika orang tua sudah meninggal,  
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maka yang berhak mengajukan permohonan dispensasi perkawinan 

adalah walinya. 

Larangan untuk melakukan perkawinan dibawah umur sebenarnya 

ialah dari aspek kesehatan pihak perempuan. Menikah pada usia yang 

terlalu muda dapat menyebabkan kanker leher rahim. Peningkatan resiko 

itu disebabkan sel-sel mukosa pada serviks seorang perempuan yang 

berusia dibawah 16 tahun belum matang. Dari sisi regulasi pemerintah ia 

juga melihat perlu dipertegas agar fenomena ini tidak terus terjadi. 

Namun kenyataannya, perkawinan anak di bawah umur di 

Kecamatan Galesong dari tahun 2018 sampai awal tahun 2019, 

berdasarkan data yang di peroleh sebelumnya dari 230 pernikahan yang 

terjadi didapati15 diantaranya ditemui pernikahan dibawah umur. Adapun 

pernikahan tersebut tidak dilakukan pencatatan di KUA namun tetap 

terselenggara di karenakan pernikahan tersebut dilakukandengan cara 

pernikahan di bawah tangan (Nikah Sirih) oleh kedua belah pihak.Adapun 

buku nikah yang diberikan hanya sebatas surat keterangan nikah yang 

dibuat oleh imam desa. 

Surat keterangan yang dibuat oleh imam desa inilah yang 

kemudian dijadikan dasar penerbitan buku nikah oleh Kantor Urusan 

Agama. Untuk penerbitan buku nikah tersebut, dilakukan apabila kedua 

mempelai telah dianggap cukup umur,yang sebelumnya dilakukan 

pernikahan ulang terlebih dahulu baik dilakukan di Balai Kantor Urusan 

Agama (KUA) ataupun dirumah sendiri. 
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Dari beberapa uraian yang ada di atas, penulis tertarik mengangkat 

judul penelitian Pelaksanaan Pengawasan Pencatatan Dokumen 

Perkawinan Anak dibawah Umur Di kecamatan Galesong,Kabupaten 

Takalar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengawasan pencatatan dokumen perkawinan anak di 

bawah umur oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan 

Agama Kec Galesong Utra kab. Takalar. 

2. Faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan pencatatan 

perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Galesong 

Kabupaten Takalar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengawasan pencatatan dokumen perkawinan 

anak di bawah umur oleh Petugas pencatatan nikah Kantor urusan 

agama Kec Galesong Utara Kab. Takalar. 

2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam pengawasan 

pencatatan dokumen perkawinan dibawah umur di kecamatan 

Galesong kabupaten Takalar. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 
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1. untuk menambah pengetahuan dalam hal yang berkaitan 

dengan pengawasan pencatatan dokumen perkawinan anak di 

bawah umur oleh instansi yang berwenang. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

b. Kegunaan Praktis 

Sebagai wadah untuk menuangkan pemahaman dan ilmu 

yang telah diperoleh selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum 

dan mengaplikasikannya dalam bentuk karya ilmiah yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak pihak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perkawinan 

Di negara kita sebelum merdeka, sudah ada hukum tertulis 

tentang perkawinan yang diperuntukkan bagi golongan-golongan 

tertentu,namun yang menjadi masalah waktu itu adalah bagi warga 

primubimi yang beragama Islam,tidak ada aturan tersendiri yang 

mengatur tentang perkawinan. Serta tidak ada aturan yang dapat 

dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah perkawinannya. 

Bagi mereka selama itu berlaku hukum islam yang sudah diresipilr 

dalam hukum adat berdasarkan teori receptie yang dikemukakan oleh 

Hurgronye, Van Vollen Hoven, Teer Haar, dan murid-muridnya. 

Tuntunan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan 

gambaran bahwa usaha memiliki Undang-Undang Perkawinan sudah 

di usahakan sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibuktikan 

pula bahwa persoalan tersebut pernah dibicarakan di Volsraad dalam 

rangka memenuhi tuntutan beberapa organisasi pada masa tersebut. 4 

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapat Undang-Undang 

tetap di upayakan. Pada akhir 1950 dengan surat Penetapan Menteri 

Agama RI Nomor b/4299 tanggal 1 oktober 1950 dibentuk panitia 

penyidik peraturan dan hukum yang mengatur tentang 

perkawinan,talak dan rujuk yang di Ketuai oleh teuku Moh. Hasan. 

                                                             
4
 Abdul manan, 2006, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, predana Media 

Group, jakarta, hlm. 3 
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Akan tetapi panitia tersebut tidak dapat bekerja sebagaimana 

mestinya karena terdapat banyak hambatan dan tantangan dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga tidak bekerja secara efektif, maka 

setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 

dibentuk sebuah panitia baru yang diketahui oleh Noer Persoetjipto. 

Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih 

efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan 

hasil sebagaimana yang diharapkan. 5 

Namun dalam undang-undang perkawinan telah dijabarkan 

bahwa. “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk 

keluaraga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pengertian perkawinan 

dalam ajaran agama Islam adalah suatu ibadah, sehingga pasal 2 

Kompilasi Hukum Islam menegasakan bahwa. “Perkawinan adalah 

akad yang sangat kuat (misaqan ghalidhan) untuk menaati perintah 

Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”.6 

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja yang bernaung dan 

membantu kegiatan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota 

terutama dalam bidang urusan agama Islam. Di dalam Negara RI 

yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkut paut 

dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, 

                                                             
5
Ibid., 

6
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 
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termasuk juga perkawinan. Perkawinan berhubungan erat dengan 

masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk 

menjaga agar ada tertib hukum. 

B. Tinjauan perkawinan di bawah umur 

Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkawinan adalah 

“(perbuatan) nikah, upacara nikah, perjanjian laki-laki dan perempuan 

untuk bersuami isteri”.7 

Drs. Sudorsono, SH. Memberikan uraian definisi tentang 

pernikahan. “Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan 

menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan, dewasa ini 

kerap dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada 

prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam 

menarik kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas 

bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur 

dan suci antara laki-laki dan wanita, yang menjadi sebab sahnya 

status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual 

dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang” 

Maka dapat disimpulkan pernikahan dibawah umur adalah 

pernikahan atau perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita 

yang menurut undang-undang yakni pria berumur 19 tahun dan wanita 

berumur dibawah 16 tahun.Sedangakan menurut UU No. 19 Tahun 

1974 dengan kompilasi hukum Islam. “batas usia minimal untuk 

                                                             
7
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet. 1; 

Yogyakarta: Balai Pustaka, 1998), h 1995. 
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melakukan akad nikah adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi 

wanita”. 

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur 

yang menjadikan bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa 

hukum.Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah dengan tidak 

sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau perbuatan hukum, 

namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.8 

Setelah ditetapkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan maka dasar berlakunya hukum islam dibidang 

perkawinan, talak dan rujuk tentulah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, ini terutama pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) yang 

menetapkan sebagai berikut. “perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.9 

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi 

rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:10 

a. Syarat umum 

“Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan  

larangan-larangan yang termaksud dalam ketentuan Q.II ayat 221 

yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan 

                                                             
8
Djubaidah Neng, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak di Catat, Sinar 

Grafika, Jakarta, Hlm. 92 
9
Idris Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan Islam, PT, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 50. 

10
 Ibid  
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pengecualian dalam surah Al-Maidah ayat 5 yaitu khusus laki-laki 

Islam boleh mengawani perempuan-perempuan ahli kitab seperti 

Yahudi  dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan 

larangan-larangan tersebut dalam Al Quranul Karim surah Al Nisaa 

ayat 22 23 dan 24”. 

b. Syarat Khusus 

Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan  

ini adalah suatu condition sine quanon (syarat mutlak), wajib tidak 

dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya, karena tanpa 

calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, tentu 

tidak akan ada prose perkawinan.Kedua calon mempelai haruslah 

beragama islam, akil baliqh (dewasa dan berakal), sehat baik 

rohani maupun jasmani. 

c. Persetujuan Bebas Antara Kedua Calon Pengantin 

Jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.Dari inbu Abbas ra: 

“bahwa seorang perempuan perawan datang kepada Nabi 

Muhammad SAW.Dan menceritakan bahwa bapaknya telah 

mengawininya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau 

(tidak suka), maka Nabi menyarankan keputusan itu kepada gadis 

itu apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta cera”i. 

d. Wali Nikah 

Menurut mazhab As Syafi’i, berdasarkan suatu hadist Rasul yang 

diriwayatkan Bukhari dan Muslim (As shahihani).“Rasul pernah 
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mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali.Tetapi menurut mazhab 

Imam Abu Hanifah, wanita dewasa tidak perlu pakai wali kalau 

hendak kawin”.Hadis rasul menurut mazhab As Syafi’I 

mendasarkan hadis Rasul dan siti Aisyah ra Rasul bersabda. 

“tiapwanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, 

diulang , batal. (sampai tiga kali kata-kata batal itu diucapkan)”. 

e. Mempunyai saksi 

Dalam Al Qur’an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah itu 

maka untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, disamping adanya wali 

harus pula adanya saksi.Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua 

belah pihak, Sesuai pula dengan analogi Al Qur’an surah Al 

Baqarah ayat 282 : 

f. Mahar ( Mas Kawin ) 

Mahar ialah yang dibayarkan mepelai pria kepada perempuan 

dimana “Hendaklah suami membayar mahar kepada isterinya” 

seperti disebutkan dalam Al Qur’an surah Al Nisaa ayat 25 : isteri 

kamu campuri berikanlah maharnya dengan cara yang patut 

(wajib). 

Mahar menurut pendapat Umar bin Khattab berdasarkan Kepada 

Q. IV:4 : berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib. 

Berapa besarnya mahar itu tidak ditentukan Umar tidak boleh 

kurang dari 10 dirham. 
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g. Ijab dan Qobul 

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita 

yang lazimnya diwakili oleh wali.Suatu pernyataan kehendak dari 

pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki 

sebagai suaminya secara formil, sedangkan Qobul adalah suatu 

pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak 

perempuan. 

Untuk menjamin kepastian hukum, perkawinan yang telah terjadi 

sebeluma adanya undang-undang yang mengatur,diqnggap sah. Seperti 

yang tertuang dalam dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

Adapun sarat-syarat sahnya dalam Perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tentang perkawinan, adalah : 

1. Adanya persetujuan bebas antara calon suami dan calon isteri, 

berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan. 

2. Pada asasnya perkawinan adalah satu istri bagi satu suami dan 

sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat 

dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang 

kuat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri 

utama, adanya kepastian dari pihka suami bahwa mampu 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 

serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil, terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka. 



 

16 

   

3. Sudah cukup umur 

4. Ada Restu dari kedua irang tua mempelai 

 

5. Kedua calon mempelai tidak memiliki hububgan yang dapat 

membatalkan proses perkawiannya yaitu : 

a) Masih hubungan sedarah langsung. 

b) Bukan hubungan darah dalam garis antara 

saudara, antara saudara dengan saudara 

orang tua dan antara seseorang dengan 

saudara neneknya. 

c) Bukan hubungan mertua,anak tiri, menantu 

dengan ibu/bapak tiri. 

d) Bukan hubungan sepersusuan 

e) Bukan hubungan  saudara istri (ipar) atau 

sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam 

hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 

6. Jika telah cerai kedua kalinya, maka diantara mereka 

tidak boleh melaksanakan  perkawinan sepanjang 

hukum dari agama masing-masing tidak menentukan 

yang lain. 

7. Wanita yang status perkawinannya putus, maka 

harus menunggu tenggang waktu. 
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8. Perkawinan dilakukan sesuai peraturan pemerintah 

Nomor 9 Tahuj 1975 jo Peraturan kememtrian Agama 

No.3 Tahun 1975. 

C. Prosedur Pelaksanaan proses Perkawinan di  Kantor Urusan 

Agama 

a. Persyaratan Umum 

1. Beragama islam 

2. Cukup umur 

3. Surat persetujuan kedua calon 

4. Tidak terikat suatu hubungan yang terlarang seperti dijelaskan 

pada poin sebelumnya. 

5. Calon mempelai wanita masih berstatus belum kawin 

6. Bagi yang sudah Cerai Hidup ataupun Cerai Mati harus sudah 

habis massa idah 

7. Ada Wali dan saksi beragama Islam dan sudah dewasa 

8. Calon pengantin, wali dan saksi sehat akalnya. 

b. Persyaratan Administrasi Pernikahan  

Pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting 

bagi suami pasangan suami istri baru. Dengan mencatat 

pernikahannya mereka akan mendapatkan bukti resmi dari Negara 

atas pernikahan mereka. Surat nikah ini akan berguna saat mereka 

hendakmembuat dokumen-dokumen penting lainnya yang berkaitan 

dengan pernikahan itu sendiri. 



 

18 

   

Berikut beberapa hal yang harus di perhatikan saat melakukan 

pencatatan pernikahan.
11

 

1. Melampirkan masing-masing 1 rangkap fotocopy KTP,KK 

2. Surat pernyataan belum pernah kawin dibumbui materai 6000,- 

serta diketahui aparat setempat. 

3. Surat pengantar dari aparat atau perangkat desa atau kelurahan 

setempat. 

4. Surat keterangan untuk nikah dari kelurahan setempat 

5. Photo calon pengantin ukuran 2x3 masing-masing 4 (empat) 

lembar, jika anggota BRI/TNI/POLRI harus berpakaian dinas. 

6. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Akta Cerai 

asli beserta salinan putusan berita acaranya dari pengadilan 

Agama, kalau duda/janda mati harus ada surat kematian dan 

surat model N6 dari lurah setempat. 

7. Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi: 

 Salah satu mempelai belum cukup umur 

 Laki-laki yang mau berpoligami 

8. Izin orang tua (Model N5) bagi calon pengantin yang umurnya 

kurang dari 21 Tahun baik calon pengantin laki-laki/perempuan. 

9. Bagi calon pengantin yang akan menikah bukan di wilayahnya (ke 

kecamatan lain) harus ada surat rekomendasi Nikah dari KUA 

setempat. 

                                                             
11

https://harrylotwedding.wordpress.com/artikel/kenali-prosedur-dan-

administrasipernikahan/ 

https://harrylotwedding.wordpress.com/artikel/kenali-prosedur-dan-administrasipernikahan/
https://harrylotwedding.wordpress.com/artikel/kenali-prosedur-dan-administrasipernikahan/


 

19 

   

10. Surat izin kawin dari atasan atau komandan bagi aparat 

TNI/POLRI dan ABRI. 

11. Telah mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya 

akad nikah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja dari waktu 

melangsungkan pernikahan.  

c. Pemberitahuan Keehendak Nikah 

Proses pelaksanaanya sering dijumpai pegawai PPN  dengan 

pihak yang mendaftar untuk menikah mengalami permaslahan yakni 

masalah umur mempelai sedangkan persiapan dari prosesi 

pernikahan dari kedua calon mempelai telah dipersiapkan. Olehnya 

itu untuk meminimalisir hal tersebut maka dianjurkan pada PPN dan 

P3N untuk selalu mensosialisasikan tentang prosedur dan aturan 

pernikahan sesaui peraturan dan undang-undang dibantu oleh 

perangkat desa. Adapun hal yang perlu dipersiapkan yakni : 

a. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian 

tentang apakah kedua calon saling cinta/setuju apakah dan 

apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. 

b. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan 

perkawinan, baik menurut hukum maupun perundang-undangan 

yang berlaku.Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau 

pembatalan pernikahan. 
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c. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan rumah 

tangga, tentang hak dan kewajiban suami istri dan lain 

sebagainya. 

d. Pemeriksaan Nikah dilakukan bersama-sama. Pemeriksaan nikah 

yang langsung diawasi oleh PPN yakni : 

1. Mengisi daftar pemeriksaan Nikah 

2. Masing-masing peserta nikah mengisi ruang yang disediakan 

oleh PPN. 

3. Hasil pemeriksqan dibacakan oleh PPN di depan kedua 

mempelai dan yang bersakutan. 

4. Menandatangani hasil periksaan  oleh yang memeriksa dan 

PPN yang memeriksa. Dan kalau tidak bisa membubuhkan 

tanda tangan, dibubuhi cap jari tangan kiri. 

5. Hasil pemeriksaan dimasukkan kedalam lampiran Catatan 

Kehendak Nikah. 

6. Kehendak Nikah di Umumkan.12 

e. Pengumuman kehendak Nikah 

Maksud atau kehendak nikah akan di umumkan oleh PPN atas 

pemberitahuan yang diterimanya setelah segala 

persyaratan/ketentuan telah terpenuhi, dengan menempelkan surat 

pengumuman tersebut dilakukan: 

                                                             
12

Ibid, h 6. 
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a. Di Kantor Urusan Agama yang mengwilayahi tempat dimana akan 

dilangsungkan pernikahan. 

b. Di Kantor Urusan Agama yang mengwilayahi tempat tinggal 

masing-masing calon mempelai.13( jika berbeda wilayah 

kecamatatan) 

f. Akad Nikah dan Pencatatannya 

Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan/dihadapan 

penghulu, dan setelah akad nikah dilangsungkan nikah dicatat dalam 

buku Akta Nikah (Model N), akad nikah dapat dilaksanakan di Balai 

Nikah atau tempat yang ditentuan serta dihadiri saksi-saksi 

kemudian ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi 

dan penghulu. Kemuadian penghulu menberikan kutipan akta nikah 

dan kutipan tersebut diberikan keoada kedua mempelai dan telah 

disahkan oleh kepala KUA setempat. 

g. Persetujuan, Izin dan Dispensasi 

Persetujuan,izin dan dispensasi telah diatur Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip demi 

menjamin cita-cita luhur pada dari pada perkawinan, yaitu asas 

sukarela, partisipasi keluarga, poligami dipersulit/dibatasi secara 

ketat, dan kematangan calon mempelai,sebagai realisasi dari asas 

bukan kawin paksa.14 

                                                             
13

Ibid. h 10. 
14

Ibid. 
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Dispensasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum 

sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 

ayat (2); “Dalam Hal penyimpangan terhadap ayat 1) pasal ini dapat 

meminta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. 

h. Penolakan Kehendak Nikah 

Setelah melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan nikah, 

dan ternyata belum memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah 

ditetapkan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun 

persayaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Maka petugas PPN akan menolak pelaksanaan pernikahan itu 

dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang 

bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya dimaksudkan 

bahwa calon suami istri memahami aturan yang berlaku. 

D. Teori Kewenangan dan Pengawasannya 

Aturan atau mekanisme pengawasan tertuang dalam; 

Dasar hukum Permenag Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 
Perkawinan: 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, dan Rujuk; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan 
Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 
Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250); 

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
8); 

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168); 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736); 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252); 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495) 
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“Dalam bidang kepenghuluan Kantor Urusan Agama 

menyelenggarakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, beserta 

pelaporannya secara berkala dengan program kerja yang terukir 

dan terarah. Di bidang keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama 

bersama Badan Pembinaan, Penasehatan, dan Pelestarian 

Perkawinan menyelenggarakan Pembinaan dan sosialisasi tentang 

Program Keluarga Sakinah. Baik secara individual ataupun kolektif 

melalui pembinaan rutin secara terencana dan tekordinasi dengan 

instansi lain yang setingkat dengan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan 

1. Pengertian Kewenangan 

“Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang 

yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang 

berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi 

tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah 

formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki 

oleh pejabat institusi”. 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas 

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Sampai 

sekarang PPN adalah satusatunya pejabat yang berwenang mencatat 

perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Islam dalam 

wilayahnya. Untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN karena PPN 
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mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum, ia adalah 

Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap Kantor 

Urusan Agama Kecamatan. 

Menurut H.D Stoud pengertian kewenangan adalah kewenangan 

yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka 

terlebihi dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-

undangan. 

2. Cara Memperoleh Kewenangan 

Secara teoritis,1 wewenang yang bersumber dari perbuatan 

perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu 

atribusi, delegasi, mandat yang diatur oleh Undang-Undang Pasal 11 

tentang Administrasi pemerintah. 

3. Kewenangan untuk Melakukan Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan pada hakikatnya diperuntukkan sepenuhnya 

untuk mencegah terjadinya kemungkinan penyalahgunaan atau 

penyelewengan terhadap tugas yg telah ditetapkan.Hal ini 

diperuntukkan untuk mencapai tujuan yang telah tentutakan. 

Menurut Saiful Anwar. “Pengawasan atau control terhadap 

tindakan apaatur pemerintah di perlukan agar pelaksanaan tugas 

yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan15”. Sedangkan menurut Hanif 

                                                             
15

Saiful Anwar, 2004, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Glora Madani 

Press, hlm. 127 
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Nurcholi. “pengawasan adalah kegiatan mengawasi, menilik, 

menjaga dan mengendalikan semua kegiatan supaya kegiatan 

itu berjalan sesuai dengan rencaan yang sudah ditetapkan jadi 

fungsi pengawasan bukan mencari-mencari kesalahan tapi 

mengarahkan agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan 

rencana16”. 

Dari segi hukum administrasi negara ,pengawasan diartikan 

sebagai proses yang membandingkan apa yang dijalankqn dqn 

dilaksanakan atau yang terselenggara agar tercapai tujuan 

yang diinginkan .17 

1. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Menurut salah seorang ahli  yang di maksud pengawasan 

adalah: “Untuk mengetahui sistem berjalan sesuai aturan dan 

mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dapat dengan 

mengetahui dan mengevaluasi kelemahan dari sistem yang 

sedang berjalan sehingga Menjamin ketetapan pelaksanaan 

sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah. 

2. Macam-macam Pengawasan 

Macam-macam pengawasan dibedakan berdasarkan:  

a. Pengawasan langsung 

                                                             
16

 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta, 

Grasindo, hlm. 195 
17

Prajudi Atmosudirjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 
84 
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1) Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi oleh 

atasan atau pengawas dengan cara mengamati serta 

mengecek sendiri 

2) Pengawasan tidak langsung dengan cara 

menganalisa laporan yang telah dibuat oleh bawahan. 

b. Pengawasan Preventif dan Represif 

1) Pengawasan Preventif dilakukan dengan cara 

mengawasi sebelum dimulainya pengerjaan termasuk 

persiapqn bahan dan semacamnya. 

2) Pengawasan Represif dilakukan dengan memeriksa 

dan menganalisa langsung ke spot pengerjaan 

c. Pengawasan intern dan pengawasan Ekstern 

1) Pengawasan intern adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat dari institusi itu sendiri dan 

dilakukan oleh pimpinan setiap subdivisi unit dibadan 

tersebut 

2) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang 

dilakukan oleh aparat dari luar organisasi  

 

 

 

 


